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ABSTRAK 

 

Hak untuk dipilih ataupun memilih adalah hak konstitusional warga negara. 

Namun bagaimana jika syarat - syarat pencalonan presiden dan wakil presiden 

yang diatur pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak tepat relevansinya 

pembentukannya dengan Undang - Undang Dasar 1945. Kemudian Partai Idaman 

melayangkan gugatan Uji Materi terhadap Pasal tersebut. Kemudian diputus 

gugatan tersebut dengan NOMOR 53/PUU – XV/2017. Tujuan untuk mengkaji 

dan menganalisis apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-

XV/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan 

umum apakah sudah sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, untuk 

mengetahui bagaimana implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

53/PUU-XV/2017. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Ketentuan hukum 

yang bertentangan dengan konstitusi wajib hukumnya Mahkamah Konstitusi 

memberikan wewenangnya yaitu pengujian serta membatalkan jika memang 

bertentangan dengan konstitusi. Hasil penelitian ini bahwa pasal 222 tentang 

presiden treshold telah bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan 

dalam memutus putusan uji materil Mahkamh Konstitusi harus melakukan 

penafsiran yag sesuai hukum acaranya. Pembahasan penelitian ini ada Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan pasal 222 Undang – 

Undang Nomor 7 Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi  memutuskan suatu gugatan 

uji materil  pemohon sudah sesuai dengan Undang –Undang dasar 1945 dan 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang Pemilihan Umum. Mahkamah 

Konstitusi sudah  melakukan penafsiran yang sesuai  tertulis di dalam Hukum 

Acara Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-

XV/2017 memberikan akibat mempersempit peluang warga negara yang ingin 

mencalonkan diri sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.  

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Presiden Treshold 
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ABSTRACT 

 

The right to be elected or elected is the constitutional right of citizens. But what if 

the conditions for nominating the president and vice president as regulated in 

Law Number 7 of 2017 do not have the right relevance of their formation with the 

1945 Constitution. Then the Ideal Party casts a lawsuit on the Material Test 

against the Article. Then the lawsuit was decided by NUMBER 53 / PUU - XV / 

2017. This study aims to: a. To review and analyze whether the Constitutional 

Court ruling Number 53/PUU-XV/2017 is based on Law Number 7 of 2017 

concerning whether the general election is in accordance with the Procedural 

Law of the Constitutional Court. To find out how the implications of the 

Constitutional Court Decision Number 53/PUU-XV/2017. The study of the 

normative aspects that can be seen The Constitutional Court is a judicial 

institution established to uphold law and justice. The legal provisions that are 

contrary to the constitution are compulsory. The Constitutional Court gives its 

authority namely testing and canceling if it is contrary to the constitution. The 

results of this study On the Constitutional Court Decision Number 53/PUU-

XV/2017 Based on Law Number 7 of 2017, the Constitutional Court decided an 

applicant's judicial claim is in accordance with the 1945 Basic Law and Law 

Number 7 of 2017 concerning General Elections. The Constitutional Court has 

made written interpretations in the Constitutional Court Procedure Law in 

deciding a case. With the Decision of the Constitutional Court Number 53/PUU-

XV/2017 gives the effect of narrowing the chances of citizens who wish to run for 

President and / or vice president. 

Keywords : Constitutional Court, General Election, Presiden Treshold 
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